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BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi

Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 35 yang dilaksanakan  pada

tanggal 25 Januari-26 Februari 2016 adalah sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker

membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan

dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-

undang kefarmasian, istilah-istilah   kefarmasian serta manajemen

apotek sehingga pada waktu PKPA calon apoteker dapat langsung

mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.

2. Calon apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan

semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi

sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan

dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga ketika harus terjun

di tengah-tengah masyarakat calon apoteker telah siap untuk

menghadapi setiap tantangan yang ada dan mampu untuk bekerja

secara professional.

3. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya lebih meningkatkan kemampuan

dalam memberikan KIE kepada pasien agar pasien mengerti cara

penggunaan yang benar dari obat yang diperoleh dan dapat

menambah kepatuhan pasien dalam menggunakan obat sehingga obat

tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.
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4. Apotek Kimia Farma disarankan dapat meningkatkan

penggunaan Medication Record Pasien (MRP) sebagai salah satu

wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran

apoteker di masyarakat.



134

DAFTAR PUSTAKA

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (1993a). Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia No.

922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata

Cara Pemberian Izin Apotik. Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor.

922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata

Cara Pemberian Izin Apotik. Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Apotek. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (1980). Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 Tentang

Perubahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah RI

Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotek. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan

Kefarmasian. Jakarta.



135

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. (1977). Surat

Edaran Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan

Nomor 336/E/SE/77 Tentang Salinan Resep Narkotika. Jakarta.

Firmansyah, M. (2009). Tata Cara Mengurus Perizinan Usaha

Farmasi dan Kesehatan. Jakarta: Transmedia Pustaka.

Hartono. (2000). Manajemen Apotek. Jakarta: Depot Informasi

Obat. Kimia Farma Trading and Distribution. (2011). Tentang

Kimia Farma Trading and Distribution. Mei 13, 2013.

http://www.kftd.biz.

Kimia Farma. (2012). Laporan Tahunan (Annual Report) 2012. Mei

13, 2013. http://www.kimiafarma.co.id/. Mashuda, A. (2011).

Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik (CPFB).

Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan

Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.

Menteri Kersehatan Republik Indonesia. (1978). Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28/MENKES/PER/I/1978

Tentang Tata Cara Penyimpanan Narkotik. Jakarta.

Menteri Kersehatan Republik Indonesia. (1981). Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/MENKES/V/1981

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengelolaan Apotek. Jakarta.

Menteri Kersehatan Republik Indonesia. (1990). Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 347/MENKES/SK/VII/1990 Tentang Obat

Wajib Apotik. Jakarta.

Menteri Kersehatan Republik Indonesia. (1993a). Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.



136

922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pemberian Izin Apotik. Jakarta.

Menteri Kersehatan Republik Indonesia. (1993b). Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER.X/1993 Tentang

Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep. Jakarta.

Menteri Kersehatan Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Kesehatan RI Nomor. 922/MENKES/PER/X/1993

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.

Jakarta.

Menteri Kersehatan Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Apotek. Jakarta.

Menteri Kersehatan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.02.02./MENKES/068/I/2010 Tentang Kewajiban

Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pemerintah. Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan

Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (1976). Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1976 Tentang Narkotika. Jakarta.



137

Presiden Republik Indonesia. (1980). Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Perubahan

dan Tambahan Atas

Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1965 Tentang

Apotek. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan

Kefarmasian. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta

Saragi, S. (2011). Panduan Penggunaan Obat. Jakarta: Rosemata

Publisher.

Tim PKPA PT. Kimia Farma Apotek. (2012). Panduan dan Materi

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma. Jakarta:

PT. Kimia Farma Apotek.

Umar, M. (2011). Manajemen Apotek Praktis Cetakan ke-4. Jakarta:

Wira Putra Kencana.

World Health Organization. (1998). The Role of The Pharmacist In

Self-Care and Self-Medication. Report of the 4th WHO

Consultative Group on the Role of The Pharmacist, Hague,

Netherlands.


